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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
   Satuan Kerja Balai Irigasi di Bekasi memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan. Kegiatan ini dilaksanakan dilingkungan Balai Irigasi Pusat Litbang Sumber Daya Air (SDA), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum agar tujuan meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) dapat terwujud dan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia Litbang yang Profesional.
Gaji adalah kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Satker. Gaji bagi seorang pegawai adalah sangat penting sebagai balas jasa dari pemerintah atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut setelah melakukan kewajibannya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat . 

  Gaji adalah hak bagi para pegawai setelah dia melaksanakan  kewajibannya.

     Bagi Instansi pemerintah kegiatan pembayaran gaji ini bersifat rutin setiap       bulan, bahkan dalam satu bulan dapat melakukan pembayaran gaji lebih dari  satu kali. Dikarenakan gaji menyangkut hajat hidup orang banyak maka  diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam pembayaran gaji ke pegawai  bersangkutan.

1.2 Tujuan

Melaksanakan administrasi dan mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan meningkatan kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian pembayaran gaji.
1.3 Manfaat
1. Memberikan kemudahan dalam mengelola data gaji para pegawai di lingkungan  Satuan kerja Balai Irigasi
2. Memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagai KPN dalam menguji daftar gaji dan penerbitan SP2D gaji.

3. Menciptakan adanya standarisasi sistem.
4. Pemanfaatan data untuk keperluan informasi kepegawaian PNS beserta data gajinya. 

BAB II
KUMPULAN SASARAN MUTU

Sasaran mutu dari kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah :

2.1.Dokumen Gaji dan Tunjangan terdiri dari :

· Cetak Daftar Gaji selama 12 bulan

· Cetak Rekapitulasi Gaji selama 12 bulan
· Cetak Surat Setoran Pajak selama 12 bulan
· Cetak Uang Makan selama 12 bulan
· Cetak SPPT Tahunan

· Cetak Kartu Perubahan Pegawai

· KP4 (Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga)
· Uang Lembur
· SKPP.
BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan  dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan kebutuhan rutin Karyawan Balai Irigasi yang harus dilaksanakan setiap bulan, bahkaan dalam satu bulan suatu instansi dapat melakukan pembayaran gaji lebih dari satu kali.

Dikarenakan pembayaran gaji menyangkut hajat hidup orang banyak maka diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam pembayaran gaji ke pegawai bersangkutan. 
Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tersebut telah mendukung  tercapainya sasaran mutu Balai Irigasi, sesuai rencana kinerja tahunan   Balai Irigasi  Puslitbang Sumber Daya Air.

Diharapkan realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan kedepan, dapat dilaksanakan sesuai rencana yang dijadwalkan dalam Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) kegiatan. 
.
DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

Pada pasal 11 menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. UU 17/2003 mengamanatkan bahwa anggaran pemerintah harus berbasis kinerja, sehingga setiap Satuan Kerja harus mempunyai program, kegiatan yang jelas dan sistim pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;   

Mengatur tentang tatacara dan penatausahaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara pengeluaran. Dengan demikian setiap dana yang dipergunakan harus dilengkapi tanda bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja    Instansi Pemerintah.

Pasal yang dijadikan pedoman untuk kegiatan komponen output sistem pelaporan keuangan adalah yang berkaitan dengan pelaporan Sistim Akuntansi Instansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pedoman yang dipergunakan adalah yang berkaitan dengan pengelolaan APBN untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 tentang pedoman Pembayaran dana APBN. 

Ketentuan yang dijadikan pedoman adalah yang berkaitan tentang tatacara pembayaran untuk pengadaan barang khususnya yang dilaksanakan melalaui SPM LS dan diajukan ke KPPN berdasarkan BA Serah Terima Pekerjaan.

Permen PU Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum.

Ketentuan  yang diajukan pedoman adalah tentang pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas dan fungsi Balai Irigasi.

Permen PU Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU.

Ketentuan yang dijadikan pedoman tertuang  pada paragraf 1, pasal 241, 242, 243 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Irigasi, paragraf 2 pasal 244 dan 245 tentang Susunan Organisasi serta paragraf 3 pasal 246 tentang lokasi Balai Irigasi. 

Permen PU Nomor : 410/KPTS/M/2011 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satker dilingkungan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2012.

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk   Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.
Pedoman ini terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 17 yang mengatur tentang penatausahaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara pengeluaran dan tatacara pengajuan dana pada KPPN untuk pelaksanaan kegiatan Layanan Perkantoran.
Puslitbang Sumber Daya Air, tentang Prosedur Mutu Tindakan Pencegahan (DSM/PUSAIR/PR/06) Revisi 01, Tahun 2011.

Puslitbang Sumber Daya Air, tentang Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen  (DSM/PUSAIR/PR/01) Revisi 02, Tahun 2012.

Puslitbang Sumber Daya Air, tentang Instruksi Kerja Pengelolaan SIMAK BMN (DSM/PUSAIR/IK/22-01).

Undang-undang RI,  tentang Keuangan Negara, Nomor 17 Tahun 2003.

Undang-undang RI, tentang Perbendaharaan Negara, No. 1 Tahun 2004
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